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Pasal 25

Sarusun umum yang berdiri di atas tanah wakaf dengan
cara kerja sama pemanfaatan, penguasaan Sarusun
dilakukan dengan cara disewa.

BAB VII

PEMISAHAN RUMAH SUSUN

Pasal 26

(1) Pelaku Pembangunan yang membangun Rumah
Susun Umum milik dan Rumah Susun Komersial milik
wajib memisahkan Rumah Susun atas Sarusun,
Benda Bersama, Bagian Bersama, dan Tanah
Bersama.

(21 Pemisahan Rumah Susun sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk memberikan kejelasan atas:

a. batas Sarusun yang dapat digunakan secara
terpisah untuk setiap Pemilik;

b. batas dan uraian atas Bagian Bersama dan Benda
Bersama yang menjadi hak setiap Sarusun; dan

c. batas dan uraian Tanah Bersama dan besarnya
bagian yang menjadi hak setiap Sarusun.

Pasal 27

(1) Pelaku Pembangunan yang membangun Rumah
Susun Umum milik di atas barang milik
negaraf daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan
cara sewa, wajib memisahkan Rumah Susun atas
Sarusun, Bagian Bersama, dan Benda Bersama.

(21 Pemisahan Rumah Susun sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk memberikan kejelasan atas:

a. batas Sarusun yang dapat digunakan secara
terpisah untuk setiap Pemilik; dan

b.batas...
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Pasal 33

Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (5) huruf a paling sedikit:

a. jaringan jalan, saluran pembuangan air limbah,
saluran pembuangan air hujan (drainage), dan tempat
pembuangan sampah;

b. sarana oerniagaan/perbelanjaan, sarana pelayanan
umum dan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana
kesehatan, sarana peribadatan, sarana rekreasi dan
olahraga, sarana pemakaman, sarana pertamanan dan
ruang terbuka hijau, dan sarana parkir; dan

c. jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon,
jaringan Bds, jaringan transportasi, pemadam
kebakaran, dan sarana penerangan jasa umum.

Pasal 34

(1) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (5) huruf b meliputi:

a. cakupan ketersediaan prasarana, sarana, dan
utilitas umum di lingkungan Rumah Susun; dan

b. cakupan layanan prasarana, sarana, dan utilitas
umum di lingkungan Rumah Susun.

(21 Cakupan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas
umum merupakan tingkat pelayanan secara kuantitas
yang perlu disediakan.

(3) Cakupan layanan prasarana, sarana, dan utilitas
urrlum merupakan lingkup layanan di lingkungan
kawasan Rumah Susun.

Pasal 35
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Pasal 35

Nilai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (5) huruf c terdiri dari indikator
cakupan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebesar
100% (seratus persen).

Pasal 36

Batas waktu pencapaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (5) hurr-rf d ditentukan oleh Pemerintah
Daerah.

BAB IX

PENGUASAAN SATUAN RUMAH SUSUN PADA RUMAH SUSUN KHUSUS

Pasal 37

(1) Penguasaan Sarusun pada Rumah Susun Khusus
dapat dilakukan dengan cara:

a. pinjam pakai; atau

b. sewa.

(21 Penguasaan Sarusun sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan berdasarkan prioritas kebutuhan
khusus.

(3) Penguasaan Sarusun hanya sah apabila mendapat
persetujuan pemilik bangunan Rumah Susun.

(41 Tata cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan sewa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b untuk Sarusun pada Rumah Susun
Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pengelolaan barang
milik negaraf daerah.

Pasal 38

(1) Penguasaan Sarusun pada Rumah Susun Khusus
dilakukan dengan perjanjian tertulis.

(2) Perjanjian...
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mengubah bentuk dan/atau fungsi prasarana, sarana,
dan utilitas umum.

BAB X

BENTUK DAN TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT

HAK MILIK SATUAN RUMAH SUSUN

Bagian Kesatu

Bentuk SHM Sarusun

Pasal 4 1

(1) SHM Sarusun merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan yang terdiri atas:

a. salinan buku tanah dan surat ukur atas hak
Tanah Bersama dan Bagian Bersama sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. gambar denah lantai pada tingkat Rumah Susun
bersangkutan yang menunjukan Sarusun yang
dimiliki; dan

c. Pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas
Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah
Bersama bagi yang bersangkutan.

(2) Bentuk SHM Sarusun sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian
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Bagian Kedua

Tata Cara Penerbitan SHM Sarusun

Paragraf 1

Umum

Pasal 42

(1) Pelaku Pembangunan mengajukan permohonan
penerbitan SHM Sarusun kepada instansi pemerintah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pertanahan.

(2) Permohonan penerbitan SHM Sarusun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus
melampirkan dokumen sebagai berikut:

a. akta pemisahan yang telah disahkan dilhmpiri
dengan Pertelaan;

b. sertipikat hak atas Tanah Bersama;

c. PBG;

d. sertifikat laik fungsi; dan

e. identitas Pelaku Pembangunan.

(3) SHM Sarusun diterbitkan terlebih dahulu atas nama
Pelaku Pembangunan.

(4) Dalam hal Sarusun telah terjual, Pelaku Pembangunan
mengajukan pencatatan peralihan SHM Sarusun
menjadi atas nama Pemilik kepada instansi
pemerintah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertanahan.

(5) Sertipikat hak atas tanah yang di atasnya telah terbit
SHM Sarusun atas nama Pemilik disimpan di instansi
pemerintah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertanahan sebagai warkah.
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